Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., M.Kn.

; : NAFAL
Dr. Adhalia Septia Saputri, SH., M.H. Pk

HUKUM

KETENAGAKERJAAN

Dinamika
A i Indonesia




HUKUM



Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat
miliar rupiah).




HUKUM

KETENAGAKERJAAN

Dinamika
AM i Indonesia

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., M.Kn.
Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H.

Publishing



HUKUM KETENAGAKERJAAN
DALAM DINAMIKA DI INDONESIA

Ditulis oleh:
Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., M.Kn
Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
Nafal Publishing
PT Nafal Global Nusantara
JI. Utama 1 Metro 34112
Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521
Email: nafalglobalnusantara@gmail.com
Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024

Publishing

@g@ NAFAL

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2025

Penyelaras Aksara: Rizka Mutiara Annisa
Perancang Sampul: Nihlatul Azizah
Penata Letak: Nihlatul Azizah

ISBN: 978-634-7493-22-4
E-ISBN: 978-634-7493-21-7

x + 118 hlm; 15,5x23 cm.

©Desember 2025



PRAKATA

ukum ketenagakerjaan memiliki peran sentral dalam menjaga kese-
Himbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha serta mencip-
takan lingkungan kerja yang adil, aman, dan produktif. Dalam dunia kerja
yang terus berkembang, hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi
sebagai perangkat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan
yang memastikan hak dan kewajiban setiap pihak dalam hubungan kerja.
Dinamika globalisasi, transformasi digital, dan perubahan kebijakan kete-
nagakerjaan semakin memperkuat urgensi pemahaman terhadap hukum
ketenagakerjaan di Indonesia.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman menyeluruh menge-
nai berbagai aspek hukum ketenagakerjaan. Pembahasan dalam buku
ini mencakup konsep dasar dan sejarah hukum ketenagakerjaan, kedu-
dukannya dalam sistem hukum nasional, serta peran pemerintah dalam
mengatur sektor ketenagakerjaan. Selain itu, berbagai pihak yang terkait
dalam hukum kerja, seperti pekerja, serikat pekerja, pengusaha, serta
lembaga-lembaga yang berperan dalam menciptakan hubungan industrial
yang harmonis, turut dibahas secara mendalam.

Hubungan kerja menjadi salah satu aspek utama dalam buku ini, meli-
puti perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, serta peraturan perusahaan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerja. Aspek perlindungan
tenaga kerja juga dikaji dengan detail, termasuk prinsip perlindungan



tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial bagi
pekerja. Dalam ranah kebijakan ketenagakerjaan, berbagai isu seperti
penempatan tenaga kerja, pelaporan ketenagakerjaan, pelatihan kerja, serta
penggunaan tenaga kerja asing turut diulas guna memberikan perspektif
yang lebih luas.

Pengupahan tenaga kerja menjadi salah satu topik yang dibahas secara
komprehensif, mencakup struktur dan skala upah, perlindungan upah,
serta mekanisme penetapan upah yang diterapkan di Indonesia. Selain
itu, persoalan pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial juga mendapat perhatian khusus, dengan mengurai-
kan prosedur hukum yang harus ditempuh dalam menangani berbagai
permasalahan ketenagakerjaan.

Pendekatan dalam buku ini mengombinasikan teori dan praktik,
sehingga dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi akademisi,
mahasiswa, praktisi hukum, pengusaha, serta serikat pekerja dalam mema-
hami dan menerapkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pemahaman
yang lebih mendalam mengenai regulasi yang berlaku diharapkan dapat
membantu dalam mengelola ketenagakerjaan secara lebih efektif dan sesuai
dengan peraturan yang ada.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai
kalangan yang berkecimpung dalam dunia ketenagakerjaan serta mendu-
kung terciptanya sistem ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia.
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BAB |

KONSEP DASAR HUKUM
KETENAGAKERJAAN

Definisi Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan pada masa lampau dikenal dengan sebutan
hukum perburuhan, yang dalam bahasa Belanda disebut arbeidsrecht.
Meskipun istilah tersebut telah digunakan secara luas, sejumlah ahli hukum
berpendapat bahwa pengertian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan
ruang lingkup dan substansi yang sebenarnya dari hukum ketenagakerjaan.
Pandangan ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk merumuskan
definisi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ilmu
hukum serta dinamika hubungan industrial (Bambang, 2013).

Oleh karena itu, apabila dilakukan perbandingan terhadap pendapat
para pakar di bidang hukum, dapat ditemukan beragam definisi mengenai
hukum ketenagakerjaan yang menunjukkan kompleksitas dan cakupan
yang lebih luas dibandingkan istilah perburuhan yang digunakan sebe-
lumnya. Triningsih (2020) menjelaskan beberapa pendapat ahli hukum
yang menjelaskan definisi dari hukum ketenagakerjaan, sebagai berikut:



Molenaar menyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan
bagian dari sistem hukum yang berlaku, yang secara prinsip menga-
tur berbagai hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, hubung-
an antar sesama tenaga kerja, serta hubungan antara tenaga kerja de-
ngan pengusaha. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum ketenaga-
kerjaan tidak hanya berfokus pada hubungan vertikal antara pekerja
dan pemberi kerja, tetapi juga mencakup relasi horizontal di antara
para pekerja.

M.G. Levenbach mendefinisikan hukum ketenagakerjaan sebagai
cabang hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja, di mana peker-
jaan dilaksanakan di bawah arahan atau kepemimpinan pihak lain.
Selain itu, hukum ini juga mencakup aspek-aspek yang menyangkut
kondisi hidup yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan
hubungan kerja tersebut. Dengan kata lain, Levenbach menekankan
pentingnya unsur subordinasi dan kesejahteraan pekerja dalam mema-
hami ruang lingkup hukum ketenagakerjaan.

N.E.H. van Esveld memberikan perluasan makna terhadap hukum
ketenagakerjaan dengan menyatakan bahwa cakupan hukum ini tidak
terbatas pada hubungan kerja di bawah pimpinan pihak tertentu, mela-
inkan juga meliputi jenis pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau
oleh individu yang bekerja atas risiko dan tanggung jawabnya sendiri.
Pendekatan ini mencerminkan perkembangan konsep hukum ketena-
gakerjaan yang lebih inklusif, mencakup pekerja mandiri (self-emplo-
yed), yang dalam praktiknya semakin banyak ditemui di era ekonomi
digital dan fleksibilitas kerja.

Mok berpendapat bahwa hukum ketenagakerjaan adalah sistem
hukum yang mengatur pekerjaan yang dilakukan di bawah kepemim-
pinan atau arahan orang lain, serta berkaitan secara langsung dengan
kondisi kehidupan pekerja yang terhubung erat dengan pekerjaan
tersebut. Dalam hal ini, Mok menegaskan bahwa hukum ketenagaker-
jaan tidak hanya mengatur aspek hukum kerja, tetapi juga memperha-
tikan dimensi kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

Hukum Ketenagakerjaan dalam Dinamika di Indonesia



SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN

Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan

Perkembangan hukum perburuhan, atau yang kini lebih dikenal sebagai
hukum ketenagakerjaan, menunjukkan dinamika yang sangat pesat dari
masa ke masa. Sebagaimana diuraikan dalam buku pengantar hukum
perburuhan karya Iman Soepomo, sejarah hukum perburuhan bermula
sejak era perbudakan. Pada masa itu, hubungan kerja terbentuk dalam
sistem sosial yang mempertemukan dua pihak, yaitu pemilik budak dan
budak itu sendiri. Para budak diperintahkan untuk melaksanakan selu-
ruh pekerjaan sesuai kehendak majikan dan mengerjakan berbagai tugas
untuk kepentingan pemilik, di bawah pengawasan langsung pihak yang
menguasainya.

Secara sosiologis, budak tetaplah manusia yang memiliki hakikat
kemanusiaan. Akan tetapi, secara yuridis pada masa itu, budak diposisi-
kan tidak lebih dari sekadar benda atau barang milik orang lain. Dalam
kerangka hukum yang berlaku, budak dianggap sebagai objek kepemilikan
yang dapat dikuasai secara penuh dan mutlak oleh pemiliknya. Penguasaan
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ini mencakup seluruh aspek kehidupan budak, baik secara sosial maupun

ekonomi, bahkan hingga menyangkut soal hidup dan matinya.

Melalui perjalanan sejarah perburuhan, dapat diidentifikasi bebe-

rapa tahapan penting yang menunjukkan perkembangan hubungan kerja

manusia. Setiap tahapan mencerminkan perubahan paradigma dari bentuk

hubungan kerja yang semula sangat eksploitatif menuju hubungan kerja

yang lebih manusiawi, berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi

manusia, serta didasari oleh prinsip keadilan sosial di bidang ketenagaker-

jaan. Menurut Soepomo (2003) terdapat berbagai perjalan sejarah hukum

ketenagakerjaan, diantaranya:

1.

Zaman perbudakan

Pada masa perbudakan, individu yang berstatus sebagai budak melaku-
kan pekerjaan di bawah pengawasan dan kendali penuh dari pemilik-
nya. Dalam struktur hubungan kerja pada periode tersebut, para budak
tidak memiliki hak apa pun, bahkan hak atas hidup mereka sendiri
secara yuridis tidak diakui. Mereka hanya memikul kewajiban untuk
bekerja, menaati segala perintah, serta mengikuti setiap petunjuk dan
peraturan yang ditetapkan oleh pemilik budak.

Dengan demikian, kedudukan budak dalam hubungan kerja
semata-mata dipandang sebagai pihak yang berkewajiban tanpa dibe-
rikan hak-hak yang setara. Pada zaman perbudakan di Indonesia,
terdapat beberapa sebab-sebab terjadinya perbudakan, diantaranya:

a. Pada masa lampau, banyak kerajaan kecil yang berdiri di wilayah
Nusantara kerap terlibat dalam peperangan. Dalam konteks tersebut,
kerajaan yang mengalami kekalahan umumnya diwajibkan untuk
secara teratur mengirimkan upeti kepada kerajaan yang menang.
Selain upeti berupa barang, pengiriman tersebut juga mencakup
budak-budak yang diambil dari rakyat kerajaan yang kalah.

b. Para kepala suku serta individu yang memiliki kekuatan atau
kharisma yang dominan sering kali menggunakan pengaruhnya
untuk menarik penduduk yang lebih lemah agar mengabdi kepada
mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan pengabdian ini

Hukum Ketenagakerjaan dalam Dinamika di Indonesia



BAB Il

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM
HUKUM KERJA

Pekerja (Buruh)

Pada masa penjajahan Belanda, istilah “buruh” merujuk pada individu yang
melakukan pekerjaan fisik berat, seperti kuli, mandor, tukang, dan profesi
sejenis. Pemerintah kolonial Belanda mengelompokkan mereka sebagai
blue collar atau “berkerah biru”, sementara individu yang bekerja di kantor,
instansi pemerintah, atau yang melakukan pekerjaan administratif disebut
white collar atau “berkerah putih” (Harahap, 2020).

Strategi devide et impera atau politik pecah belah menjadi prinsip
utama yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Salah satu imple-
mentasi nyata dari prinsip ini adalah dikotomi sosial antara kelompok white
collar dan blue collar. Perbedaan perlakuan sosial ini berhasil menciptakan
jurang pemisah di antara masyarakat pribumi. Pekerja blue collar, yang
bekerja dalam sektor fisik dan kasar, diposisikan sebagai subordinat yang
harus tunduk kepada pekerja white collar yang berperan dalam bidang
administrasi atau manajerial. Dalam struktur sosial kolonial tersebut,
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pekerja kasar disamakan dengan budak, sedangkan pekerja administratif
diposisikan sebagai majikan.

Seiring dengan perkembangan kesadaran nasional, pada tahun 1974
melalui seminar hubungan perburuhan pancasila, disepakati rekomendasi
untuk mengganti istilah “buruh” dengan “pekerja”. Pergantian ini dida-
sarkan pada persepsi negatif terhadap istilah “buruh’, yang secara historis
sering diasosiasikan dengan kelompok tenaga kerja dari golongan bawah.
Dalam pandangan ideologi Marxisme, buruh dianggap sebagai kelas yang
berpotensi melakukan perlawanan terhadap kaum pengusaha atau maji-
kan, sehingga istilah tersebut dinilai berpotensi menghambat terjalinnya
hubungan kerja yang harmonis, penuh semangat gotong royong, serta
bercirikan kekeluargaan.

Upaya untuk menemukan istilah pengganti yang sesuai tidaklah
mudah. Untuk itu, rujukan diambil dari Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan “golongan-golongan” mencakup badan-
badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan organisasi sejenis. Dengan
merujuk pada naskah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan
istilah “pekerja” lebih sesuai untuk menggantikan “buruh’, karena memiliki
dasar konstitusional yang kuat (Widodo, 1992).

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, istilah “pekerja” disandingkan dengan “buruh” sehingga
dikenal dengan sebutan “pekerja atau buruh” Menurut undang-undang
tersebut, pekerja atau buruh didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, baik dalam
hubungan kerja formal maupun dalam bentuk hubungan kerja lainnya.

Serikat Pekerja atau Buruh

Dalam kedudukannya sebagai warga negara, pekerja atau buruh memiliki
posisi yang setara di hadapan hukum. Setiap pekerja atau buruh berhak
untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, menyampaikan
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BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Perjanjian Kerja

Hubungan kerja merupakan interaksi hukum antara pekerja dan pemberi
kerja yang dilandasi oleh pengakuan serta pelaksanaan hak dan kewajiban
kedua belah pihak. Relasi ini bersifat timbal balik, di mana pekerja berke-
wajiban melaksanakan tugasnya dan berhak memperoleh perlindungan
serta upah. Sebaliknya, pemberi kerja memiliki hak atas hasil kerja dan
berperan menyediakan kondisi kerja yang layak (Soepomo, 1987).

Secara prinsip, hubungan kerja mencerminkan keseimbangan dalam
menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam
konteks hukum ketenagakerjaan, hal ini menjadi dasar pembentukan relasi
industrial yang adil dan berkesinambungan. Hubungan kerja terbentuk
melalui perjanjian kerja yang merupakan kesepakatan antara pekerja
dan pemberi kerja. Perjanjian ini mengikat secara hukum dan mengatur
pelaksanaan pekerjaan di bawah perintah serta pengawasan pemberi kerja
dengan imbalan berupa upah.

Perjanjian kerja didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melalui perjanjian
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tersebut, hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur secara tegas dan
menjadi dasar penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap konsep dan unsur-unsur dalam perjanjian kerja
sangat penting. Unsur tersebut meliputi kesepakatan, kecakapan hukum,
objek kerja yang jelas, serta kompensasi yang disepakati.

Dalam perjalannaya diperbaharui dan disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Peraturan Kerja yang
lebih spesifik, terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu istirahat
dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). yang lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Perjanjian kerja terdiri atas sejumlah unsur penting yang perlu dicer-
mati dalam pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan. Unsur-unsur tersebut
menjadi landasan utama yang menentukan keabsahan serta efektivitas
suatu perjanjian kerja. Berikut ini disajikan penjelasan mengenai masing-
masing unsur yang membentuk perjanjian kerja secara sistematis dan
terstruktur (Husni, 2001).

1. Adanya pekerjaan

Salah satu unsur utama dalam perjanjian kerja adalah adanya peker-
jaan yang menjadi objek dari kesepakatan antara pekerja dan pemberi
kerja. Pekerjaan ini harus dilaksanakan secara langsung oleh pekerja
yang bersangkutan. Namun, dalam situasi tertentu, tugas tersebut
dapat didelegasikan kepada pihak lain, sepanjang mendapatkan izin
dari pemberi kerja. Delegasi ini tidak menghilangkan tanggung jawab
utama pekerja terhadap pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan.

2. Adanya perintah
Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja harus berada dalam lingkup
perintah dan pengawasan dari pemberi kerja. Artinya, pekerja wajib
mematuhi instruksi, arahan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh
pemberi kerja selama menjalankan tugasnya. Unsur ini menegaskan
adanya hubungan subordinasi, di mana pekerja berkewajiban meng-
ikuti ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.
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PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja

Prinsip perlindungan tenaga kerja merupakan elemen penting dalam
sistem ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan
melindungi hak-hak pekerja. Prinsip ini meliputi berbagai aspek, mulai
dari keselamatan dan kesehatan kerja, pemberian upah yang adil, hingga
penyediaan jaminan sosial bagi pekerja. Penerapan prinsip perlindungan
yang efektif akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan saling
menguntungkan antara pekerja dan pengusaha (Harahap, 2020).

Dalam perjalanananya secara ringkas dapat dikatakan bahwa Undang-
Undang Ketenagajerjaan dalam hal ini Undang-Undang nomor 13 Tahun
2003 menjadi payung hukum utama perlindungan tenaga kerja Peraturan
perlindungan lain seperti UU Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 yang sekarang menjadi UU Ketenagakerjaan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja serta Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur Pengupahan dan Upah
Minimum, yang terus memperjelas dan memperbaharui aturan tersebut
untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.
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Prinsip perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian khusus

dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diantaranya mengatur
hal itu, yakni:

1.

10.

Salah satu tujuan utama dari pembangunan ketenagakerjaan adalah
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam rangka me-
wujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c).

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).

Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang setara
tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).

Setiap pekerja berhak mengembangkan kompetensi kerja sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan (Pasal 11).
Setiap pekerja atau buruh memiliki hak yang sama untuk mengikuti
pelatihan kerja yang relevan dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat 3).
Setiap tenaga kerja berhak memilih, mendapatkan, atau pindah peker-
jaan, serta memperoleh penghasilan yang layak baik di dalam negeri
maupun luar negeri (Pasal 31).

Setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan yang mencakup
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perla-
kuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama (Pasal 86 ayat 1).

Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang meme-
nuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1).
Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak mendapatkan
jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat 1).

Setiap pekerja atau buruh berhak untuk membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat 1) (Suad, 2000).
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KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan kerja adalah proses penugasan atau pengisian jabatan yang
dilakukan kepada pegawai, baik untuk penugasan pertama kali maupun
penugasan kembali ke tugas atau posisi yang berbeda. Proses ini mencakup
berbagai bentuk penugasan, seperti rekrutmen pegawai baru, promosi,
pemindahan posisi, penurunan jabatan, hingga pemutusan hubungan
kerja (Marihot, 2005).

Menurut Sastrohadiwiryo (2003), penempatan tenaga kerja merupa-
kan suatu proses penugasan pekerjaan kepada individu yang telah dinyata-
kan lulus dalam tahapan seleksi, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya. Penempatan ini dilakukan dengan tujuan agar tenaga kerja
tersebut dapat menjalankan tugas dalam ruang lingkup pekerjaan yang
telah ditentukan secara efektif dan efisien. Selain melaksanakan tugas yang
diberikan, tenaga kerja juga diharapkan mampu mempertanggungjawab-
kan seluruh aspek pelaksanaan pekerjaannya.

Penempatan tenaga kerja pada posisi yang tepat bukan hanya menjadi
tujuan perusahaan, tetapi juga merupakan harapan bagi tenaga kerja
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itu sendiri. Dengan penempatan yang sesuai, pekerja dapat memahami
dengan jelas tanggung jawab dan tugas yang diberikan, serta melaksanakan
tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Penempatan ini harus disesuaikan
dengan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja, sehingga dapat mening-
katkan semangat kerja, kinerja yang tinggi, dan menghasilkan output yang
maksimal.

Selain aspek kecocokan kompetensi, prinsip keadilan dan keseta-
raan juga harus menjadi dasar dalam proses penempatan tenaga kerja.
Setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
memperoleh, atau berpindah pekerjaan, serta mendapatkan penghasilan
yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu,
proses penempatan harus dilaksanakan secara terbuka, bebas dari tekanan,
objektif, serta mengedepankan asas keadilan.

Penempatan yang dilakukan secara diskriminatif atau tidak adil dapat
menimbulkan ketimpangan serta merugikan pihak tertentu, dan berten-
tangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan tenaga kerja. Kebijakan
penempatan tenaga kerja seharusnya tidak hanya mempertimbangkan
kecocokan antara keahlian dan posisi kerja, tetapi juga menghargai marta-
bat dan hak asasi setiap individu. Tenaga kerja tidak boleh diposisikan
sekadar sebagai sumber daya produksi, melainkan sebagai subjek yang
memiliki hak, kehormatan, dan perlindungan hukum.

Penempatan tenaga kerja harus mempertimbangkan keahlian, kete-
rampilan, bakat, serta potensi individu secara menyeluruh, sambil memas-
tikan bahwa hak-haknya terlindungi dari segala bentuk pelanggaran,
eksploitasi, dan ketidakadilan. Pendekatan penempatan seperti ini akan
mendukung terciptanya kondisi kerja yang sehat dan produktif serta
mendorong pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berdaya
saing, dan mampu berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan

ekonomi nasional.
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BAB Vi

PENGUPAHAN TENAGA KERJA

Pengertian Upah

Upah merupakan hak yang melekat pada setiap pekerja atau karyawan,
yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas jasa atau tenaga
yang telah mereka curahkan. Pemberian upah ini dilakukan oleh pengu-
saha atau pemberi kerja, yang pelaksanaannya didasarkan pada perjan-
jian kerja, kesepakatan bersama, atau ketentuan dalam peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku (Situmorang, 2010).

Dalam praktiknya, upah tidak hanya mencakup pembayaran pokok,
tetapi juga mencakup berbagai tunjangan yang diperuntukkan bagi pekerja
dan keluarganya, sebagai bagian dari kompensasi atas pekerjaan atau jasa
yang telah ataupun akan dilakukan. Dalam perspektif hukum Islam, peng-
ertian upah memiliki dimensi yang sedikit berbeda. Islam memandang
upah sebagai bentuk imbalan atas manfaat atau jasa yang diharapkan dapat
diwujudkan oleh pekerja.

Misalnya, seorang karyawan yang telah memberikan kontribusi nyata
dalam kemajuan perusahaan, berhak memperoleh kompensasi atas usaha
dan prestasinya tersebut. Dalam istilah fikih, konsep ini dikenal dengan
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sebutan jualah, yaitu bentuk pemberian imbalan atas keberhasilan menye-
lesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Dengan demikian, dalam
ajaran Islam, upah tidak semata-mata dilihat dari segi ekonomis, tetapi
juga dipandang sebagai manifestasi dari prinsip keadilan, penghargaan
terhadap prestasi, dan penghormatan terhadap jerih payah seseorang
(Harjono, 2006).

Upah pada dasarnya merupakan bentuk imbalan yang diberikan oleh
perusahaan atau pemberi kerja kepada tenaga kerja sebagai kompensasi
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pemberian upah ini umumnya
menjadi motivasi utama bagi seseorang dalam memutuskan untuk bekerja.
Tanpa adanya upah, biasanya tidak akan terbentuk hubungan kerja formal
antara pekerja dan pemberi kerja.

Dewan Pengupahan

Dewan pengupahan merupakan lembaga strategis yang memiliki peran
penting dalam merumuskan kebijakan pengupahan di Indonesia. Lembaga
ini dibentuk sebagai forum dialog sosial yang mempertemukan kepen-
tingan pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh, dengan tujuan
menciptakan sistem pengupahan yang adil, rasional, dan berkelanjutan.
Dalam konteks ketenagakerjaan, pengupahan bukan sekadar perso-
alan ekonomi, melainkan juga menyentuh aspek sosial dan politik yang
kompleks (Santoso, 2020).

Keberadaan dewan pengupahan menjadi sangat penting dalam
menjembatani perbedaan pandangan serta kepentingan antar pihak dalam
hubungan industrial. Fungsi utama lembaga ini adalah memberikan reko-
mendasi kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terkait
penetapan upah minimum berdasarkan kajian objektif serta pertimbangan
terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak bagi pekerja.

Dewan pengupahan mencerminkan semangat demokratisasi dalam
proses pengambilan kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan. Proses
kerja lembaga ini mencakup negosiasi, pertukaran pendapat, dan penca-
paian konsensus antara berbagai pihak yang terlibat secara langsung.
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BAB VIii

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
KETENAGAKERJAAN

Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan isu yang sering dibahas, terutama
di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu permasalahan
yang kerap muncul adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dila-
kukan oleh perusahaan, terutama perusahaan besar. PHK sepihak yang
dilakukan oleh perusahaan menjadi fenomena yang cukup sering terjadi
di Indonesia dan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial
dan ekonomi pekerja yang terkena dampaknya (Josviranto, 2022).

Pada awalnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang
Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta hanya mengatur secara
eksplisit PHK yang dilakukan oleh pengusaha karena pelanggaran yang
serius. Namun kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, pengaturan mengenai prosedur PHK berkem-
bang dengan inklusi prosedur PHK yang dilakukan oleh pekerja/buruh di
samping prosedur PHK yang sudah ada.
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Salah satu masalah utama dalam hubungan ketenagakerjaan adalah
pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Ketika
kontrak kerja berakhir, pekerja sering kali kehilangan sumber penghasilan
utama mereka, yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Dalam
situasi ini, mereka harus menghadapi berbagai konsekuensi ekonomi yang
dapat mengganggu kesejahteraan mereka dan keluarga. Kehilangan peker-
jaan secara tiba-tiba sering kali menyebabkan penurunan kualitas hidup
dan kestabilan ekonomi rumah tangga pekerja.

Bagi pekerja, pemutusan hubungan kerja adalah hal yang sangat
mengkhawatirkan karena dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.
Kehilangan pekerjaan yang tidak terduga sering kali berdampak langsung
pada penurunan kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, keputusan
untuk melakukan PHK harus dipertimbangkan dengan matang oleh pihak
perusahaan agar tidak merugikan pekerja secara sepihak.

PHK merupakan isu yang sensitif, sehingga pemimpin perusahaan
perlu memiliki kebijakan yang jelas dan adil dalam mengambil keputusan
terkait pemutusan hubungan kerja. Keputusan ini tidak hanya berdampak
pada pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada stabilitas sosial
dan ekonomi secara lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha,
pekerja, dan serikat pekerja perlu bekerja sama secara maksimal untuk
mencegah atau setidaknya meminimalkan dampak negatif dari pemutusan
hubungan kerja (Manullang, 2014).

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, pemutusan hubungan
kerja diartikan sebagai penghentian hubungan kerja yang disebabkan oleh
faktor-faktor tertentu, yang mengakhiri kewajiban antara pekerja dan peru-
sahaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PHK
seharusnya menjadi pilihan terakhir yang diambil oleh perusahaan dalam
menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sebelum
mengambil keputusan untuk melakukan PHK, perusahaan sebaiknya
mencari alternatif lain yang lebih bijaksana, mengingat dampaknya yang
luas, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan itu sendiri.
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HUKUM

KETENAGAKERJAAN

Dinamika
di Indonesia

Hukum ketenagakerjaan memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara
kepentingan pekerja dan pengusaha serta menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan
produktif. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, hukum ketenagakerjaan tidak hanya
berfungsi sebagai perangkat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang
memastikan hak dan kewsjiban setiap pihak dalam hubungan kerja. Dinamika globalisasi,
transformasi digital, dan perubahan kebijakan ketenagakerjaan semakin memperkuat urgensi
pemahaman terhadap hukum ketenagakerjaan dilndonesia.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai berbagai aspek
hukumn ketenagakerjaan. Pembahasan dalam buku ini mencakup kensep dasar dan sejarah
hukum ketenagakerjaan, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, serta peran
pemerintah dalam mengatur sektor ketenagakerjaan. Selain itu, berbagai pihak yang terkait
dalam hukum kerja, seperti pekerja, serikat pekerja, pengusaha, serta lembaga-lembaga yang
berperan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, turut dibahas secara

mendalam,

Dalam buku ini, memuat materi-materi berikut.

*  Konsep Dasar Hukum *  Perlindungan Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan *  Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja
. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan M Pengupahan Tenaga Kerja
*  Pihak-Pihak yang Terkait dalam *  Pemutusan Hubungan Kerja dan
Hukum Kerja Penyelesaian Perselisihan
*  Hubungan Kerja Ketenagakerjaan
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